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ABSTRAK 
 
 
Ahmad Suryadi (B 111 13 040) “Peranan Visum et repertum dalam 
Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan” (Studi Kasus Putusan 
Nomor: 749/Pid.B/2014/PN.Makassar). Dibimbing oleh Bapak Andi 
Muhammad Sofyan selaku pembimbing I, dan Ibu Haeranah selaku 
pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kekuatan pembuktian visum 
et repertum dalam menentukan arah dakwaan oleh penuntut umum terhadap 
kasus pembunuhan dalam Putusan No. 749/Pid.B/2014/PN.Makassar dan 
mengetahui kedudukan visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak 
pidana pembunuhan.  
Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, yaitu di Pengadilan Negeri 
Makassar, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa visum et repertum adalah 
alat bukti otentik yang di buat dalam bentuk yang telah ditetapkan (surat) 
berupa keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran 
forensik  atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil 
pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian 
yang diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah 
sumpah, untuk kepentingan pro yustisia 
Dalam pembuatan dakwaan pada kasus Putusan No. 
749/Pid.B/2014/PN.Makassar sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP, 
visum et repertum juga mempunyai peranan yang cukup besar dalam 
membantu Penunut Umum untuk membuktikan kebenaran unsur-unsur pasal 
yang dianggap dilanggar oleh terdakwa. Kemudian, kedudukan visum et 
repertum dalam perkara tindak pidana pembunuhan adalah sebagai alat 
bukti yang berbentuk surat. Untuk memperkuat keyakinan hakim, maka 
sangatlah diperlukan visum et repertum untuk suatu tindak pidana khususnya 
tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Autopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat, yang meliputi 
pemeriksaan terhadap bagian luar maupun dalam, dengan tujuan 
menemukan proses penyakit dan atau adanya cedera, melakukan 
interpretasi atas penemuan-penemuan tersebut, menerangkan penyebab 
kematian serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan 
yang ditemukan dengan penyebab kematian. 
Forensik (berasal dari bahasa Yunani ’Forensis’ yang berarti debat 
atau perdebatan) adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk 
membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu 
(sains). Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu 
fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran 
forensik, ilmu toksikologi forensik, komputer forensik, ilmu balistik forensik, 
ilmu metalurgi forensik dan sebagainya. Dari pengertian-pengertian 
forensik maupun kriminalistik terdapat beberapa unsur yang sama yaitu : 
1. Ada satu metode, peralatan, proses dan pekerjaan. 
2. Dengan mendayagunakan ilmu pengetahuan dengan teknologi 
terapan 
3. Dilakukannya terhadap suatu benda yang berhubungan dengan 
suatu tindakan pidana. 
4. Bertujuan untuk membuat jelas suatu perkara sehingga 
hasilnya dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. 
2 
Dari berbagai pendapat diatas yang dikumpulkan maka 
pendefinisian terhadap ilmu forensik dan kriminalistik adalah: 
Ilmu forensik adalah penerapan ilmu pengetahuan dengan tujuan 
penetapan hukum dan pelaksanaan hukum dalam sistem peradilan hukum 
pidana maupun hukum perdata. 
Kriminalistik adalah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan 
dengan metode dan analisa ilmiah untuk memeriksa bukti fisik dengan 
tujuan untuk membuktikan ada tidaknya suatu tindak pidana. 
Sedangkan visum et repertum adalah laporan tertulis untuk 
peradilan yang dibuat dokter berdasarkan sumpah/janji yang diucapkan 
pada waktu menerima jabatan dokter, memuat berita tentang segala hal 
yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti berupa tubuh manusia/ 
benda yang berasal dari tubuh manusia yang diperiksa sesuai 
pengetahuan dengan sebaik-baiknya atas permintaan penyidik untuk 
kepentingan peradilan1. 
Visum et repertum merupakan pengganti barang bukti, oleh karena 
barang bukti tersebut berhubungan dengan tubuh manusia (luka, mayat 
atau bagian tubuh). KUHAP tidak mencantum kata visum et repertum. 
Namun visum et repertum adalah alat bukti yang sah. Bantuan dokter 
pada penyidik: Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP), 
pemeriksaan korban hidup, pemeriksaan korban mati. Penggalian mayat, 
menentukan umur seorang korban / terdakwa, pemeriksaan jiwa seorang 
                                                          
1
 Abdul Muin’im Idries, 1997, Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, Binarupa Aksara, 
Jakarta Barat, hlm. 2 
3 
terdakwa, pemeriksaan barang bukti lain (trace evidence)2. Yang berhak 
meminta visum et repertum adalah: 
1. Penyidik  
2. Hakim pidana  
3. Hakim perdata  
4. Hakim agama  
Yang berhak membuat visum et repertum, seperti yang diuraikan 
dalam KUHAP Pasal 133 ayat 1 adalah :  
1. Ahli kedokteran kehakiman  
2. Dokter atau ahli lainnya. 
Visum et repertum juga mendapatkan payung hukum yang diatur 
dalam Pasal 184, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 
179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adapun 
rumusan pasal dari visum et repertum yaitu :  
Pasal 184 
(1) Alat bukti yang sah ialah 
a. Keterangan saksi 
b. Keterangan ahli 
c. Surat 
d. Petunjuk 
e. Keterangan terdakwa 
(2) Hal secara umum yang sudah diketahui tidak perlu dibuktikan3 
 
Pasal 186 
Keterangan ahli ialah apa yang seseorang ahli nyatakan di siding 
pengadilan4 
 
 
                                                          
2
 Ibid, hlm. 7 
3
 Tim Penyusun, 2010, KUHP dan KUHAP, Fokusindo Mandiri, Bandung, hlm. 292 
4
 Ibid, hlm. 293 
4 
Pasal 187 
Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat 
atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : 
a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di 
hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau 
keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, 
disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 
keterangannya itu. 
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal 
yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung 
jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal 
atau sesuatu keadaan. 
c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. 
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya 
dengan isi dari alat pembuktian yang lain5. 
 
Pasal 133 
(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani 
seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga 
karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang 
mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran 
kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. 
(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 
1 dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan 
dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat 
dan atau pemeriksaan bedah mayat.\ 
(3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau 
dokter pada rumah sakit harus diperlakukan baik dengan penuh 
penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yg 
memuat identitas mayat diberi cap jabatan yang dilekatkan pada 
ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat6.  
 
Pasal 134 
(1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan 
pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik 
wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. 
(2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan 
sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya 
pembedahan tersebut. 
                                                          
5
 Ibid, hlm. 293 
6
 Ibid, hlm. 270 
5 
(3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari 
keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, 
penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini7. 
 
Pasal 179 
2. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran 
kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan 
keterangan ahli demi keadilan. 
3. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi 
mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan 
bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan 
memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang 
sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya8.  
   
Karena pengungkapan kasus kejahatan, terutama yang berkaitan 
dengan tubuh dan nyawa tidak selalu dapat diselesaikan oleh ilmu hukum 
sendiri. Hal tersebut dikarenakan obyek kejahatannya adalah tubuh atau 
jasad manusia yang merupakan kajian bidang ilmu kedokteran, dan 
untukkepentinganpenyelidikan serta pembuktian sebab-sebab kematian, 
lapangan ilmu hukumsangat memerlukan keahlian bidang kedokteran. 
Posisi ilmu kedokteran dalamhukum pidana merupakan ilmu pembantu 
yang lazim disebut dengan ilmukedokteran forensik. 
Oleh karena itu, sangatlah penting peranan visum et repertum 
dalam tindak pidana yang berkaitan dengan nyawa dan tubuh(kematian). 
Dari uraian tersebutlah sehingga penulis mengangkat judul “Peranan 
Visum et repertumdalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan” 
 
 
 
                                                          
7
 Ibid, hlm. 271 
8
 Ibid, hlm. 289 
6 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: 
1. Bagaimana kedudukan visum et repertum dalam pembuktian tindak 
pidana pembunuhan? 
2. Apakah hakim mempertimbangkan visum et repertum dalam 
penyelesaian tindak pidana pembunuhan sesuai dengan Putusan 
Nomor: 749/Pid.B/2014/PN.Makassar 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu: 
1. Untuk mengetahui kedudukan visum et repertum dalam pembuktian 
tindak pidana pembunuhan 
2. Untuk mengetahui hakim mempertimbangkan hasil visum et 
repertum dalam penyidikan dan pembuktian tindak pidana di 
pengadilan sesuai dengan putusan Nomor: 749/Pid.B/2014/ 
PN.Makassar 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan 
manfaat manfaat sebagai berikut: 
1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi 
perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam 
perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Pidana. Diharapkan 
penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para 
7 
akademisi, penulis, dan kalangan yang berminat dalam kajian 
dan disiplin ilmu di bidang yang sama. 
2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber 
informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama 
bagi para aparat penegak hukum dalam rangka penerapan 
supremasi hukum serta dapat dijadikan sumber informasi dan 
referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil 
langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum. Bagi 
masyarakat luar, penulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber 
informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Peranan 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian dari peranan 
adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam 
suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu 
peristiwa. 
Menurut Soerjono Soekanto peranan merupakan aspek dinamis 
kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan 
kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Selain dari itu, 
peranan terdiri dari tiga hal, yaitu: 
1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan 
posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan 
dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang 
membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. 
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat 
dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang 
penting bagi struktur sosial masyarakat. 
 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu 
strafbaarfeit, trafbaarfeit, terdiri dari tiga suku kata yakni, straf yang 
diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata baar diterjemahkan 
sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan 
tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak pidana dibagi 
menjadi dua bagian yaitu: 
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1. Tindak pidana materil (materiel delict).  
Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum 
pidana (straf) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang 
menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud 
dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material 
(materiel delict). 
2. Tindak pidana formal (formeel delict). 
Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan 
sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang 
disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana 
formal (formeel delict). Sejalan dengan penjelasan diatas yang 
disertai juga dengan perkembangan hukum positif, Wirjono 
Prodjodikoro, menterjemahkan istilah strafbaarfeit samadengan 
tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukum pidana9.  
Sedangkan menurut Pompe: 
1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap 
norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan 
diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum 
dan menyelamatkan kesejahteraan umum. 
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang 
oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan 
yang dapat dihukum. Dalam memberikan definisi mengenai 
pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi menjadi dua 
aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis, namun aliran 
dualistis lebih sering digunakan dalam mengungkap suatu 
perkara pidana (tindak pidana). Aliran dualistis yaitu aliran yang 
memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana 
(criminal act atau actus reus) dan dapat dipertanggung 
jawabkannya si pembuat (criminal responsibility atau mens rea). 
                                                          
9
 Frans Maramas, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, PT Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7-9 
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2. Unsur Tindak Pidana 
Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui 
adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan 
perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang 
dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa 
unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi 
sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak 
dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. 
a. Unsur tindak pidana menurut para ahli : 
Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah 
Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau 
membiarkan). 
- Diancam dengan pidana (statbaar gesteld) 
- Melawan hukum (onrechtmatig) 
- Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand) 
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab 
(toerekeningsvatoaar person). 
Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur 
subyektif dari tindak pidana (strafbaar feit). 
Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana 
sejumlah tiga sifat. Wederrechtjek (melanggar hukum), aan schuld te 
wijten (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), 
dan strafbaar (dapat dihukum).10 
                                                          
10
 Lamintang, 1985, Hukum Pidana Indonesia, CV Sinar Baru, Bandung, hlm. 1 
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Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus 
bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan 
Handeling (perbuatan manusia), Strafbaar gesteld (diancam dengan 
pidana), toerekeningsvatbaar (dilakukan oleh seseorang yang mampu 
bertanggung jawab), dan adanya schuld (terjadi karena kesalahan) 
Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana: 
- Perbuatan (manusia) 
- Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) 
- Bersifat melawan hukum (syarat materiil) 
Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari: Kelakuan 
dan akibat hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, 
yang dibagi menjadi unsur subyektif atau pribadi 
b. Unsur formal 
 Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya 
tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh 
manusia. 
 Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan 
dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang 
telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat 
menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu 
peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana. 
 Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP 
mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak 
pidana yang telah dilakukan. 
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 Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur 
kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan 
dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut 
berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar 
sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam 
arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si 
pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki 
oleh undang-undang. 
 Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang 
tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggung-
jawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang 
terletak dalam keadaan jiwanya. 
c. Unsur material  
Dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu 
harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang 
tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan 
undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka 
perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak 
pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu 
unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang 
terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi: 
 Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau 
kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal 
membunuh Pasal 338 KUHP, menganiaya Pasal 351 KUHP 
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 Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat 
dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara 
material, misalnya pembunuhan Pasal 338 KUHP, 
penganiayaan Pasal 351 KUHP, dan lain-lain. 
 Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan 
hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun 
unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan. 
d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana 
Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak 
pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti 
penghasutan Pasal 160 KUHP, melanggar kesusilaan Pasal 281 KUHP, 
pengemisan Pasal 504 KUHP, mabuk Pasal 561 KUHP. Tindak pidana 
tersebut harus dilakukan di muka umum. 
e. Unsur yang memberatkan tindak pidana 
Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh 
akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana 
diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang Pasal 333 
KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika 
perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat 
lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. 
Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana, misalnya dengan 
sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan 
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Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang 
Pasal 123 KUHP. 
Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini 
meliputi: 
 Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam 
pelanggaran kesusilaan Pasal 281 KUHP, perampasan 
kemerdekaan Pasal 333 KUHP, pembunuhan Pasal 338 KUHP. 
 Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan 
kemerdekaan Pasal 334 KUHP, dan menyebabkan kematian 
Pasal 359 KUHP, dan lain-lain. 
 Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan 
atau poging Pasal 53 KUHP 
 Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian 
Pasal 362 KUHP, pemerasan Pasal 368 KUHP, penipuan Pasal 
378 KUHP, dan lain-lain 
 Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana 
hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri Pasal 308 KUHP, 
membunuh anak sendiri Pasal 341 KUHP, membunuh anak 
sendiri dengan rencana Pasal 342 KUHP. 
f. Unsur Bedasarkan KUHP 
Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana 
tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat 
pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap 
rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada 
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perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan 
melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak 
dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur 
kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan 
unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun 
perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu 
dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni: 
1) Unsur tingkah laku 
2) Unsur melawan hukum 
3) Unsur kesalahan 
4) Unsur akibat konstitutif 
5) Unsur keadaan yang menyertai 
6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana 
7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 
8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 
9) Unsur objek hukum tindak pidana 
10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana 
11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.  
Dari 11 unsur itu, dianataranya dua unsur, yakni kesalahan dan 
melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya 
berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, 
misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian Pasal 
362 KUHP terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau 
kehendak pemilik (melawan hukum objektif), atau pada Pasal 251 KUHP 
pada kalimat tanpa ijin pemerintah, juga pada Pasal 253 KUHP pada 
kalimat menggunakan cap asli secara melawan hukum adalah berupa 
melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif 
misalnya melawan hukum dalam penipuan (oplichting) Pasal 378 KUHP, 
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pemerasatan (afpersing) Pasal 368 KUHP, pengancaman (afdereiging) 
Pasal 369 KUHP, di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri 
atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan 
hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan Pasal 372 KUHP, 
yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda 
orang lain yang ada dalam kekuasaann yaitu merupakan celaan 
masyarakat. Sedangkan menurut rumusan Delik yang terdapat dalam 
KUHP, maka dapat diketahui ada dua unsur delik yaitu:  
1) Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu 
a) Mencocokan rumusan delik 
b) Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar) 
2) Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu: 
a) Adanya kesalahan (terdiri dari dolus atau culpa); 
b) Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf).  
Terhadap perbuatan Delik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, 
yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (misdrijven) menunjuk 
kepada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan 
dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam 
ketentuan undang-undang, sedangkan pelanggaran menunjuk pada 
perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan 
tercela, tetapi dianggapnya sebagai perbuatan Delik karena ditentukan 
oleh undang-undang. 
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C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan 
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan 
Menurut Agus Sulistyo dan Adi Mulyono, “Membunuh berasal dari 
kata bunuh yang berarti menghilangkan nyawa, mematikan”11. Sedangkan 
menurut Imam Malik membagi pembunuhan menjadi 2 (dua), yaitu: 
pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja 
adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan 
hilangnya nyawa atau jiwa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu 
dimaksudkan untuk membunuh ataupun tidak dimaksudkan membunuh. 
Sedangkan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang 
mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan. 
Pembunuhan dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :  
1) Pembunuhan sengaja yaitu suatu perbuatan penganiayaan 
terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan 
nyawanya.  
2) Pembunuhan semi sengaja yaitu suatu perbuatan 
penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk 
membunuhnya tetapi mengakibatkan kematian.  
3) Pembunuhan karena kesalahan, yang diakibatkan karena 3 
(tiga) kemungkinan yaitu:  
a) Bila si pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu 
perbuatan dengan tidak bermaksud melakukan suatu 
kejehatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. 
Kesalahan seperti ini disebut kesalahan dalam perbuatan 
(error in concrito).  
b) Bila pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai 
niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya 
boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh 
dibunuh, misalnya sengaja menembak seseorang musuh 
dalam peperangan tetapi ternyata kawan sendiri. Kesalahan 
seperti ini disebut kesalahan dalam maksud (error in 
objecto).  
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 Agus Sulistyo Dan Adi Mulyono, 2004, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, CV ITA, 
Surakarta, hlm. 86 
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c) Bila si pelaku bermaksud melakukan kejahatan tetapi akibat 
kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti 
seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada di 
bawahnya hingga mati. 
 
Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau 
perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan 
adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. 
Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila 
delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat 
yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. 
Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang 
ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang 
terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350 KUHP. 
Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain 
ini dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan 
adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih 
dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa 
itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan 
sampai selesai. Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana 
pembunuhan dapat dibedakan menjadi: 
a. Pembunuhan Biasa 
Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan 
tindak pidana dalam bentuk pokok (doodslag in zijn grondvorm), yaitu delik 
yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. 
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Adapun rumusan Pasal 338 KUHP12 adalah: 
“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, 
karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima 
belas tahun” 
 
Sedangkan Pasal 340 KUHP13 menyatakan: 
“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas 
nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana 
(moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 
atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” 
 
Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa 
pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling 
lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup 
kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima 
belas tahun penjara. 
Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam 
pembunuhan biasa adalah sebagai berikut: 
 Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja. Dengan sengaja 
(Doodslag) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan 
kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja 
(opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah 
perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan 
terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 
340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk 
menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan 
direncanakan terlebih dahulu (Met voorbedachte rade). 
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 Tim Penyusun, 2010, KUHP dan KUHAP, Fokusindo Mandiri, Bandung, hlm. 122  
13
 Ibid. 
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 Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang 
lain. Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu 
menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya 
pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya 
tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, 
bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa 
orang lain. 
Berkenaan dengan nyawa orang lain maksudnya adalah nyawa 
orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan 
tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap 
bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam 
Pasal 338 KUHP. 
Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak 
mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan 
dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja 
orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan 
khusus dengan pelaku. 
Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan 
nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena 
orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak 
dapat dipertanggung jawabkan. 
b. Pembunuhan dengan Pemberatan (Gequalificeerde Doodslag)  
Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : 
“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan 
dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan 
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itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau 
pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang 
didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam 
tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau 
penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”14 
 
Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: “diikuti, 
disertai, atau didahului oleh kejahatan.” Kata diikuti (gevold) dimaksudkan 
diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk 
mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. 
c. Pembunuhan Berencana (Moord) 
Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur 
pembunuhan berencana adalah; unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan 
sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektif, yaitu 
menghilangkan nyawa orang lain. 
Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar 
dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan 
niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. 
Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari 
pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan 
merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu 
pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan 
terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah 
adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, 
pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara 
seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. 
                                                          
14
 Ibid, Hlm.122 
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d. Pembunuhan yang Dilakukan dengan Permintaan yang Sangat 
dan Tegas oleh Korban Sendiri. 
Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang 
tegas (uitdrukkelijk) dan sungguh-sungguh/nyata (ernstig). Tidak cukup 
hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi 
perumusan Pasal 344 KUHP. 
e. Pembunuhan tidak sengaja. 
Tindak pidana yang di lakukan dengan tidak sengaja merupakan 
bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. 
Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, 
Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua 
macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa 
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama 
satu tahun. 
Ketidaksengajaan (alpa) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap 
seseorang yang beraki bat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini 
dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. 
Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan prilaku 
menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari 
aturan-aturan pengertian normatif atau dari harapan-harapan lingkungan 
sosial yang bersangkutan. Dan salah satu cara untuk mengendalikan 
adalah dengan sanksi pidana. 
Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan 
sanksi pidana adalah penjeraan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu 
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sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. 
Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk 
kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat. 
Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP 
bab XIX buku II adalah sebagai berikut : 
1. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-
lamanya lima belas tahun. 
2. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman 
penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 
dua puluh tahun 
3. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau 
penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 
dua puluh tahun 
4. Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman 
penjara selama-lamanya tujuh tahun 
5. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam 
dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun 
6. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang 
membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 
dua belas tahun 
7. Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya 
membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman 
penjara selama-lamanya empat tahun. 
 
2. Jenis Dan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan 
Tindakan pidana terhadap nyawa yang dilakukan dengan diberi 
kualitatif sebagai pembunuhan, terdiri dari:  
a. Pembunuhan biasa Pembunuhan biasa (doodslag), harus dipenuhi 
unsur, yaitu:  
1) Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengjaan itu harus 
timbul seketika itu juga (dolus repentinus atau dolus impetus) 
ditunjukan dengan maksud agar orang yang bersangkutan mati.  
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2) Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang 
positif walapun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.  
3) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang: a) Seketika 
itu juga, atau b) Beberpa saat stelah dilakukannya perbuatan 
itu. Perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan dengan 
seseorang. Istilah “Orang” dalam Pasal 338 KUHP itu, 
masudnya adalah “Orang lain” terhadap siapa pembunuhan itu 
dilakukan tidak menjadi permasalahan. Meskipun pembunuhan 
itu dilakukan terhadap bapak atau ibu sendiri, termasuk juga 
pada pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP yang 
menegaskan “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa 
orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.  
Jika seseorang melenyapkan nyawanya sendiri dan mencoba 
membunuh diri sendiri tidak termasuk dengan perbuatan yang 
dapat dihukum, karena seseorang yang bunuh diri dianggap orang 
yang skit ingatan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan 
perbuatannya.  
b. Pembunuhan Terkualifikasi Pembunuhan terkualifikasi diatur dalam 
Pasal 339 KUHP yang menyatakan: “pembunuhan yang 
diikuti,disertai atau didahului oleh suatu delik,yang dilakukan 
dengan maksud untuk mempersiapkan atu mempemudah 
pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun 
peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun 
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untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara 
melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup 
atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”. 
Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur 
sebagai berikut:  
1) Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) dalam 
Pasal 338 KUHP;  
2) Yang  
(1) diikat,  
(2) disertai, atau 
(3) didahului oleh tindak pidana lain;  
3) Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:  
a) Untuk mempersiapkan tindak pidana lain 
b) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain 
c) Dalam hal tertangkap tangan ditunjukan untuk 
menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari 
pidana, atau untuk memastikan penguasaan benda yang 
diperolehnya secara melawan hukum dari tindak pidana 
lain itu.  
Pasal 339 KUHP tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan, 
suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat pada semua 
unsur yang disebabkan dalam butir b dan c. dalam dua butir itulah 
diletakkan sifat yang membertakan pidana dalam bnetuk 
pembunuhan khusus ini. Pembunuhan yang diperberat terjadi 2 
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(dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa 
dalam bentuk pokok dan tindak pidana lain (selain pembunuhan). 
Apabila pembunuhannya telah terjadi, akan tetapi, tindak pidana 
lain belum terjadi, misalnya membunuh untuk mempersiapkan 
pencurian dimana pencuriannya itu belum terjadi, maka tindak 
pidana tersebut tidak terjadi.  
c. Pembunuhan yang Direncanakan Pembunuhan dengan rencana 
lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah 
pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh 
bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, hal ini diatur dalam 
Pasal 340 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa dengan sengaja 
dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, 
diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau 
pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling 
lama 20 (dua puluh) tahun”. Unsur-unsur dari tindak pidana ini 
adalah : 
1) Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang harus disertai 
dengan suatu perencanaan terlebih dahulu; 
2) Yang bersalah di dalam keadaan tenang memikirkan untuk 
melakukan pembunuhan itu dan kemudian tidak menjadi soal 
berapa lama waktunya. Apabila saat timbulnya pikiran untuk 
membunuh itu dalam keadaan marah atau terharu ingatannya 
tetapi tetap melakukan pembunuhan itu, maka ia dianggap tetap 
melakukan pembunuhan itu. Tetapi lain halnya apabila pikiran 
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untuk membunuh itu timbul di dalam keadaan marah dan 
keharuan itu berlangsung terus sampai ia melakasankan 
pembunuhan itu, maka dalam hal ini tidak ada perencanaan 
yang dipikirkan dalam hati yang tenang.  
3) Pembunuhan Anak Pembunuhan anak diatur dalam Pasal 341 
KUHP, yang menyatakan: “seorang ibu yang karena takut akan 
ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak 
lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, 
diancam karena membunuh nyawa anak sendiri, dengan pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”. Tindak pidana pada 
pembunuhan ini dinamakan membunuh biasa anak atau maker 
mati anak (kinderdoodslag).  
Apabila pembunuhan anak itu dilakukan dengan direncanakan 
sebelumnya, maka dapat diancam dengan Pasal 342 KUHP, yang 
dinamakan kindermoord. Unsur-unsur pada pembunuhan anak ini adalah:  
1) Pembunuhan anak itu harus dilakukan oleh ibunya sendiri, 
apabila si ibu mempunyai suami atau tidak, hal itu tidak menjadi 
soal. 
2) Pembunuhan anak itu harus terdorong oleh rasa ketakutan akan 
diketahui melahirkan anak itu. Bila anak yang didapat karena 
hasil hubungan kelamin yang tidak sah atau berzinah, apabila 
unsur-unsur ini tidak ada, maka perbuatan itu dikenakan 
sebagai pembunuhan biasa Pasal 338 KUHP. 
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3) Pembunuhan atas Permintaan si Korban diatur dalam Pasal 344 
KUHP, yang menyatakan: “barangsiapa merampas nyawa 
orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas 
dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun” dengan mengandung 
unsur:  
a) Perbuatan: menghilangkan nyawa 
b) Obyek: nyawa orang lain 
c) Atas permintaan orang itu sendiri 
d) Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh.  
Pembunuhan atas permintaan sendiri ini sering disebut dengan 
euthanasia (mercykilling), yang dengan dipidananya si pembunuhan, 
walaupun si pemilik sendiri yang memintanya, membuktikan bahwa sifat 
publiknya lebih kuat dalam hukum pidana. Walaupun korbannya meminta 
sendiri agar nyawanya dihilangkan, tetapi perbuatan orang lain yang 
memenuhi permintaan itu tetap dapat dipidana. Faktor yang meringankan 
orang yang bersalah, sehingga oleh karenanya hakim tidak boleh 
menjatuhkan hukuman lebih dari 12 (dua belas) tahun, meskipun 
perbuatan itu tidak berbeda dengan pembunuhan biasa atau pembunuhan 
yang direncanakan. Faktor yang memudahkan hal itu adalah adanya 
permintaan yang sungguh-sungguh dari orang yang diambil nyawanya. 
Permintaan itu benar-benar harus terbukti bahwa merupakan suatu 
desakan dan bersungguh-sungguh. Pasal 344 KUHP tidak disebutkan 
bahawa perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja, akan tetapi syarat 
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ini harus dianggapsebagai suatu keharusan, sebab jika tidak perbuatan itu 
termasuk perbuatan yang disebut dalam Pasal 359 KUHP yang 
merupakan perbuatan “culpoos” atau “alpa” yang menyatakan: 
“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang 
lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”. 
 
D. Tinjauan Umum Tentang Visum et repertum 
1. Defenisi Visum et repertum 
Defenisi visum et repertum menurut bahasa yaitu  berasal dari kata 
latin yaitu visum (sesuatu yang dilihat) dan repertum (melaporkan).  
Sedangkan, menurut istilah adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter 
berdasarkan sumpah jabatannya terhadap apa yang dilihat dan diperiksa 
berdasarkan keilmuannya. Visum et repertum disingkat VeR adalah 
keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik  
atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan 
medis terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau 
diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah 
sumpah, untuk kepentingan pro yustisia15. Visum et repertum merupakan 
hasil tertullis yang didapatkan dari metode otopsi forensik 
Otopsi dalam terminologi ilmu kedoteran ialah suatu penyelidikan 
ataupemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan 
susunannyapada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan atau 
pelukaan, dengantujuan menentukan sebab-sebab kematian seseorang, 
                                                          
15
 Abdul Mun’im Idries, 1997, Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, Binarupa Aksara, 
Jakarta Barat, hlm. 1 
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baik untuk kepentinganilmu kedokteran maupun kepentingan hukum 
sebagai pengungkap misteris suatu tindak kriminal. 
Menurut Khoirul Rizal dalam skripsinya menyatakan bahwa defenisi 
otopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat, yang meliputi 
pemeriksaaanterhadap bagian luar maupun dalam, dengan tujuan 
menemukan prosespenyakit dan atau adanya cedera, melakukan 
interpretasi atas penemuan-penemuan tersebut, menerangkan penyebab 
kematian serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan 
yang ditemukan dengan penyebab kematian. 
Kata forensik biasanya selalu dikaitkan dengan tindak pidana, 
dalam Kamus Bahasa Indonesia forensik berarti ilmu bedah untuk 
penentuan identitas, penyebab kematian seseorang dan berhubungan 
dengan kehakiman dan peradilan. Berbeda dengan pengertian yang 
paparkan oleh I Made Agus Gelgel Wirasuta dalam artikelnya yang 
menyatakan bahwa forensik merupakan suatu bidang keilmuan yang 
dimanfaatkan dalam penyidikan suatu kasus criminal untuk kepentingan 
hukum dan keadilan. Pada umumnya ilmu forensik diartikan 
sebagai penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk 
kepentingan penegakan hukum dan keadilan. 
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2. Fungsi Visum et repertum 
Tujuan autopsi forensik atau autopsi mediko-legal yaitu  
a. Membantu dalam hal penentuan identitas mayat. Menentukan 
sebab pasti kematian, cara kematian serta saat kematian. 
b. Mengumpulkan serta mengenali benda-benda bukti untuk 
penentuan identitas benda penyebab kematian serta identitas 
pelaku kejahatan. 
c. Membuat laporan tertulis yang obyektif dan berdasarkan fakta 
dalam bentuk visum et repertum. 
d. Melindungi orang yang tidak bersalah dan membantu dalam 
penentuan identitas serta penuntutan terhadap orang yang 
bersalah.  
Untuk melakukan autopsi forensik diperlukan suatu “Surat 
Permintaan Pemeriksaan / Pembuatan Visum et repertum” dari yang 
berwenang, dalam hal ini penyidik. 
Izin keluarga tidak diperlukan, bahkan apabila ada seseorang yang 
menghalang-halangi dilakukannya autopsi forensik, yang bersangkutan 
dapat dituntut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.  
Dalam melakukan autopsi forensik, mutlak diperlukan pemeriksaan 
yang lengkap, meliputi pemeriksaan tubuh bagian luar, pembukaan 
rongga-rongga tengkorak, rongga dada dan rongga perut / panggul. 
Sering kali perlu pula dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang 
lainnya, antara lain pemeriksaan toksikologi forensik, histopatologi 
forensik, serologi forensik dan sebagainya. Yang harus melakukan autopsi 
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forensik adalah dokter, dan ini tidak dapat diwakilkan kepada mantri atau 
perawat dalam melakukan autopsi klinik maupun autopsi forensik, 
ketelitian yang maksimal harus diusahakan. Kelainan yang betapa kecil 
pun harus dicatatkan 
3. Urgensi Visum et repertum dalam Kasus Pembunuhan 
Ketika terjadi suatu tindak kejahatan, pada umumnya akan timbul 
pertanyaan-pertanyaan seperti; Peristiwa apa yang terjadi? Dimana 
terjadinya? Kapan waktu terjadinya? Bagaimana kejadiaannya? Dengan 
alat apadilakukannya? Bagaimana melakukannya? Mengapa perbuatan 
tersebutdilakukan? Siapa yang melakukan. Segala pertanyaan tersebut 
sangat perlu diselidiki dan diungkap kebenarannya dengan teliti, agar 
tidak terjadi fitnah dan saling tuduh menuduh. 
Pengungkapan kasus kejahatan, terutama yang berkaitan dengan 
tubuh dan nyawa tidak selalu dapat diselesaikan oleh ilmu hukum sendiri. 
Hal tersebut dikarenakan obyek kejahatannya adalah tubuh atau jasad 
manusia yang merupakan kajian bidang ilmu kedokteran, dan untuk 
kepentingan penyelidikan serta pembuktian sebab-sebab kematian, 
lapangan ilmu hokum sangat memerlukan keahlian bidang kedokteran. 
Posisi ilmu kedokteran dalam hukum pidana merupakan ilmu pembantu 
yang lazim disebut dengan ilmu kedokteran forensik. 
Dewasa ini dalam penyidikan suatu tidak kriminal harus 
menerapkan pembuktian dan pemeriksaan bukti fisik secara ilmiah, 
terutama pada kasus kematian yang tidak wajar. diharapkan dari bukti fisik 
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ilmiah tersebut tujuan dari hukum acara pidana yang menjadi landasan 
proses peradilan pidana dapat tercapai yaitu mencari kebenaran materiil. 
Bukti fisik secara ilmiah dalam sebuah kasus kematian yang tidak 
wajar hanya bisa didapat dari peran bidang kedokteran dengan 
melakukan otopsiforensik terhadap jasad. Pelaksanaan otopsi terhadap 
jasad untuk kepentingan hukum (visum et repertum) tidak dibenarkan jika 
hanya dilakukan pemeriksaan luar saja (mayat tidak di bedah), karena 
untuk menentukan sebab kematian, mayat mutlak harus dibedah, dengan 
diketahuinya sebab kematian maka dapat diketahui pula apakah ada 
hubungan antara modus operandi (cara orang bertidak atau cara kerja 
barang) dan sebab kematian. Kejelasan tentang ada tidaknya hubungan 
antara modus operandi dan sebab kematian merupakan hal yang urgen 
untuk pembuktian di pengadilan.  
Urgensi visum et repertum/medikolegal dalam kasus pembunuhan 
dapat dilihat dari tujuan pelaksanaannya, yaitu: 
a. Identifikasi mayat. 
b. Menentukan sebab kematian, mekanisme kematian, dan waktu 
kematian. 
c. Mengumpulkan dan memeriksa benda bukti untuk penentuan 
identitas benda penyebab kematian dan atau pelaku kejahatan. 
d. Mendapatkan bukti-bukti ilmiah berupa laporan tertulis secara 
objektif berdasarkan fakta dalam bentuk visum et repertum. 
Praktek pemeriksaan oleh bidang kedokteran forensik tidak dapat 
dipisahkan dengan bidang ilmu yang lainnya, seperti toksikologi forensik, 
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serologi/biologi molekural forensik, odontologi forensik, psikiatri forensik, 
danlain sebagainya. Waktu pelaksanaan visum et repertum harus 
dilakukan sedini mungkin,t erutama pada daerah yang bersuhu tropis, 
karena dengan hawa panasnyamayat bisa cepat membusuk dan 
mengaburkan bukti-bukti peyidikan16. 
4. Teknik Visum et repertum 
Ada beberapa teknik autopsi yang digunakan dibagian kedokteran 
forensik dan masin– masing hanya berbeda sedikit, terutama dalam hal 
pengangkatan keluar organ-organ tubuh. 
a. Teknik Virchow. 
Merupakan teknik yang tertua, teknik ini telah digunakan secara 
luas yang sering digunakan dengan beberapa metode, setelah dilakukan 
pembukaan rongga tubuh organ 6 dikeluarkan satu persatu dan langsung 
diperiksa. Langkah pertama dengan membuka rongga kepala, lalu tulang 
belakang yang kemudian diikuti dengan mengeluarkan organ torak, 
servikal dan abdominal. Dengan demikian kelainan-kelainan yang terdapat 
pada masing-masing organ dapat dilihat namun hubungan anatomi antar 
beberapa organ sukar dideteksi. 
b. Teknik Rokitansky.  
Teknik ini ditandai dengan irisan insitu dan dikombinasikan dengan 
pengeluaran sekaligus (enblok). Setelah rongga tubuh dibuka, organ-
organ dilihat dan diperiksa dengan melakukan beberapa irisan insitu, baru 
kemudian seluruh organ-organ tersebut dikeluarkan dalam kumpulan- 
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 Agung Legowo Tjiptomartono, 2011, Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam 
Penyidikan, Saguna Seto,Jakarta, hlm. 53 
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kumpulan organ (enbloc). Teknik ini jarang dipakai, karena tidak 
menunjukkan keunggulan yang nyata dari teknik lainnya. 
c. Teknik Letulle  
Setelah rongga tubuh dibuka, organ leher, dada, diafragma dan 
perut dikeluarkan sekaligus (enmasse). Kemudian diletakkan diatas meja 
dengan permukaan posterior menghadap keatas. Plexus iliakus dan 
kelenjar-kelenjar pada aorta diperiksa. Aorta dibuka sampai arkus aorta, 
Aarenalis kanan dan kiri dibuka. Aorta diputus diatas muara arteri renalis. 
Rektum dipisahkan dengan sigmoid. Organ-organ urogenital dipisahkan 
dari organ-organ lain. Bagian proksimal yeyunum diikat pada dua tempat 
dan kemudian diputus antara dua ikatan tersebut dan usus-usus 
dilepaskan. Esopagus dilepaskan dari trachea, tetapi hubungannya 
dengan lambung dipertahankan. Vena Kava Inferior serta aorta diputus 
diatas diaphragma dan dengan demikian organ-organ leher dan dada 
dilepas dari organ-organ perut. Teknik ini mungkin teknik terbaik pada 
pemeriksaan rutin. Keuntungan teknik ini, hubungan antara organ tetap 
dipertahankan setelah seluruh organ dikeluarkan dari tubuh. 
d. Teknik Ghon  
Setelah rongga tubuh dibuka, organ leher dan dada, hati, limpa dan 
organ-organ pencernaan serta organ-organ urogenital diangkat keluar 
sebagai 3 kumpulan organ-organ (block) 
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5. Dasar Hukum Visum et repertum 
Dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada satu 
Pasalpun yang memuat perkataan visum et repertum hanya didalam 
lembaran Negara tahun 1973 No 350 Pasal 1 dan Pasal 2 yang 
menyatakan bahwa visum et repertum adalah sesuatu keterangan tertulis 
yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat 
pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam 
perkara-perkar pidana17. Selain dari itu, ada beberapa aturan hukum yang 
mendasari dari visum et repertum dan dan pelaksanaan visum et repertum 
seperti halnya yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisan 
(Perkap No.12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisisan)18  dan 
beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pekerjaan 
dokter dalam membantu peradilan yang termuat dalam Pasal-Pasal 
KUHAP yang mengatur tentang produk dokter yang sepadan dengan 
visum et repertum adalah  
a. Pasal 186 dan 187, yang berbunyi: 1. Pasal 186 keterangan ahli 
ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. 
b. Pasal 187 surat keterangan dari seorang ahli yang memuat 
pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau 
sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya19. 
Keduanya termasuk ke dalam alat bukti yang sah sesuai 
                                                          
17
 Abdul Mun’im Idries, 1997, Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, Binarupa Aksara, 
Jakarta Barat, hlm. 3 
18
 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 
Tentang Kedokteran Kepolisian 
19
 Tim Penyusun, 2010, KUHP dan KUHAP, Fokusindo Mandiri, Bandung, hlm. 68 
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dengan ketentuan dalam KUHAP Pasal 184, Alat bukti yang sah 
adalah: 
1) Keterangan saksi 
2) Keterangan ahli 
3) Surat 
4) Petunjuk 
5) Keterangan terdakwa 
Dari Pasal-Pasal di atas tampak bahwa yang dimaksud dengan 
keterangan ahli maupun surat (butir c) dalam KUHAP adalah visum et 
repertum.  
Pasal 133 KUHAP  
1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani 
seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga 
karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang 
mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran 
kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.  
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan 
dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat 
dan atau pemeriksaan bedah mayat.  
3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau 
dokter pada rumah sakit harus diperlakukan baik dengan penuh 
penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yg 
memuat identitas mayat diberi cap jabatan yang dilekatkan pada 
ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.20 
 
Pasal 134 KUHAP  
1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan 
pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik 
wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.  
2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan 
sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya 
pembedahan tersebut.  
3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari 
keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, 
penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini21.  
 
                                                          
20
 Ibid., hlm. 270 
21
 Ibid., hlm. 271 
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Pasal 179 KUHAP  
1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli 
kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib 
memberikan keterangan ahli demi keadilan.  
2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga 
bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan 
ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji 
akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang 
sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang 
keahliannya22.  
 
Pasal 222 KUHP 
Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalanghalangi atau 
menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan 
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah23. 
 
E. Pembuktian 
1. Pengertian Pembuktian  
Terkait dengan pengertian pembuktian (hukum acara pidana) 
bahwasannya didalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai 
pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang 
sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP24.  
Pasal 184 
(1) Alat bukti yang sah ialah : 
a. keterangan saksi; 
b. keterangan ahli; 
c. surat; 
d. petunjuk; 
e. keterangan terdakwa. 
Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai 
pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan 
                                                          
22
 Ibid, hlm. 289 
23
 Ibid, hlm. 307 
24
 Ibid., hlm. 292 
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tentang arti dari pembuktian.  Pengertian Pembuktian Hukum Acara 
Pidana menurut Subekti misalnya, beliau memberi pengertian pembuktian 
yaitu meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang 
dikemukakan dalam suatu sengketa”. Sedangkan menurut Martiman 
Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan atau pembuktian 
mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas 
sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran 
peristiwa tersebut. Sedangkan didalam bukunya M. Yahya Harahap, 
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan 
pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang 
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian 
juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan 
undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan 
yang didakwakan. 
Sedangkan pengertian hukum pembuktian merupakan sebagian 
dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang 
sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat 
dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk 
menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. 
Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur 
dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan 
bahwasannya penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi 
wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan 
yang didakwakannya kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa atau 
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penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan 
pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang 
dibenarkan undang-undang. Terutama bagi hakim, harus benar-benar 
sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian 
yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan 
2. Barang Bukti, dan Alat Bukti 
a. Barang Bukti 
Barang bukti ialah benda baik yang bergerak atau tidak bergerak, 
yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai hubungan 
dengan tindak pidana yang terjadi. Agar dapat dijadikan sebagai bukti 
maka benda-benda ini harus dikenakan penyitaan terlebih dahulu oleh 
penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri yang di dalam daerah 
hukumnya benda yang dikenakan penyitaan berada. Kecuali penyitaan 
yang dilakukan oleh penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak 
perlu ada izin ketua pengadilan negeri setempat. 
Adapun benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah : 
1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya 
atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai 
hasil dari tindak pidana, 
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk 
melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. 
3. benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan 
tindak pidana. 
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4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak 
pidana. 
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak 
pidana yang dilakukan. 
b. Alat Bukti 
KUHAP juga tidak memberikan pengertian mengenai apa itu alat 
bukti. Akan tetapi pada Pasal 183 KUHAP disebutkan: 
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya25. 
 
Rumusan Pasal ini memberikan kita garis hukum, bahwa : 
1. alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. 
2. hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya. 
3. keyakinan hakim diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. 
Adapun alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP ialah : 
a. keterangan saksi 
b. keterangan ahli 
c. surat 
d. petunjuk 
e. keterangan terdakwa 
1) Keterangan Saksi 
Keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 
dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri dengan menyebutkan alasan 
pengetahuannya itu. 
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 Tim Penyusun, 2010, KUHP dan KUHAP, Fokusindo Mandiri, Bandung, hlm. 292 
42 
Syarat Sah Keterangan Saksi 
1. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum 
memberikan keterangan) 
2. Keterangan saksi harus mengenaiperistiwa pidana yang saksi 
lihat sendiri dengan sendiri dan yang dialami sendiri, dengan 
menyebutkan  alasan pengetahuannya (testimonium de auditu = 
keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai 
pembuktian). 
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, kecuali 
yang ditentukan pada Pasal 162 KUHAP. 
4. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan 
kesalahan terdakwa (unus testis nullus testis). 
5. Pemeriksaan menurut cara yang ditentukan undang-undang 
Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi 
Yang memenuhi syarat sah keterangan saksi (5 syarat) : 
1. Diterima sebagai alat bukti sah 
2. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (bersifat tidak 
sempurna dan tidak mengikat) 
3. Tergantung penilaian hakim (hakim bebas namun bertanggung 
jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk 
mewujudkan kebenaran hakiki). 
4. Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat 
dilumpuhkan terdakwa dengan keterangan saksi a de charge 
atau alat bukti lain. 
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2) Keterangan Ahli 
Keterangan yang diberikan oleh orang memiliki keahlian tentang hal 
yang diperlukan membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan 
pemeriksaan.  
Syarat Sah Keterangan Ahli 
1. Keterangan diberikan oleh seorang ahli 
2. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu 
3. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya 
4. Diberikan dibawah sumpah/ janji: 
- Baik karena permintaan penyidik dalam bentuk laporan 
- Atau permintaan hakim, dalam bentuk keterangan di sidang 
pengadilan 
Jenis Keterangan Ahli 
1. Keterangan ahli dalam bentuk pendapat/ laporan atas 
permintaan penyidik) 
2. Keterangan ahli yang diberikan secara lisan di sidang 
pengadilan (atas permintaan hakim) 
3. Keterangan ahli dalam bentuk laporan atas permintaan 
penyidik/ penuntut hukum 
Dua Keterangan Ahli = Satu Alat Bukti. 
Dua Ketarangan Ahli = Dua Alat Bukti. 
Contoh merupakan satu alat bukti : 
- Keterangan ahli A : Sebab matinya korban karena rusaknya 
jaringan otak 
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- Ketarangan ahli B : luka pada kepala korban menembus batok 
akibat peluru keliber 45 
Contoh merupakan dua alat bukti : 
- Keterangan Ahli A : Sebab kematian korban karena mati lemas 
akibat tersumbatnya saluran pernafasan. 
- Keterangan Ahli B : Sidik jari pada leher korban identik dengan 
sidik jari terdakwa. 
Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli 
1.    Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas 
2.    Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat 
atau menentukan 
3.    Penilaian sepenuhnya terserah pada hakim 
3) Surat 
- Surat Keterangan dari seorang ahli 
- Memuat pendapat berdasarkan keahliannya, 
- Mengenai suatu hal atau suatu keadaan 
- Yang diminta secara resmi dari padanya 
- Dibuat atas sumpah jabatan, atau dikuatkan dengan sumpah 
Contoh : Visum et repertum 
Ada 2 bentuk surat : 
1.   Surat Authentik/ Surat Resmi 
- Dibuat oleh pejabat yang berwenang, atau oleh seorang ahli 
atau dibuat menurut ketentuan perundang-undangan 
- Dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah 
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2.   Surat Biasa/Surat Di Bawah Tangan 
- Hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat 
pembuktian yang lain. Contoh: Izin Bangunan, Akte 
Kelahiran, Paspor, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, Surat Izin 
Mengemudi, dll. 
Nilai Kekuatan Pembuktian Surat 
1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas 
2. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat 
atau menentukan (lain halnya dalam acara perdata) 
3. Penilaian sepenuhnya terserah keyakinan hakim : 
Dalam Acara Perdata, akta otentik menjadi bukti dari kebenaran 
seluruh isinya, sampai dibuktikan kepalsuannya. Hakim harus 
mengakui kekuatan akta otentik sebagai bukti diantara para 
pihak, sekalipun ia sendiri tidak yakin akan kebenaran hasilnya. 
Sifat Dualisme Laporan Ahli 
Keterangan ahli dalam bentuk pendapat/ laporan : 
a)   Sebagai alat bukti keterangan ahli : 
Penjelasan Pasal 186: 
Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu 
pemeriksaan oleh penyelidik atau penuntu umum yang 
dituangkan dalam bentuk suatu laporan dan dibuat dengan 
mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan atau 
pekerjaan. 
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b)    Sebagai alat bukti surat 
Pasal 187 c: 
Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu hal 
atau suatu keadaan yang diminga secara resmi daripadanya. 
 
4) Keterangan Terdakwa 
a. Keterangan terdakwa sendiri : 
- Pengakuan bukan pendapat 
- Penyangkalan 
b. Tentang perbuatan yang ia sendiri 
- Lakukan, atau 
- Ketahui atau 
- Alami 
c. Dinyatakan di sidang : 
- Keterangan yang terdakwa berikan di luar sidang pengadilan 
dapat digunakan membantu menemukan bukti di sidang. 
Keterangan Terdakwa Diluar Sidang 
Dapat digunakan membantu menemukan bukti disidang asalkan: 
- Didukung oleh suatu alat bukti yang sah 
- Mengenai hal yang didakwakan kepadanya 
Contoh : Berita Acara Tersangka oleh penyidik. 
Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa 
1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas hakim tidak terikat 
dengan keterangan yang bersifat pengakuan utuh/ murni 
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sekalipun pengakuan harus memenuhi batas minimum 
pembuktian 
2. Harus memenuhi asas keyakinan hakim 
3. Dalam Acara Perdata suatu pengakuan yang bulat dan murni 
melekat penilaian kekuatan pembuktian yang sempurna, 
mengikat dan menentukan. 
5) Petunjuk 
1.   Perbuatan, atau kejadian atau keadaan 
2.   Karena persesuainnya satu dengan yang lain 
3.   Persesuainnya dengan tidak pidana itu sendiri 
4.   Menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana, dan 
5.   Siapa pelakunya 
Sumber Perolehan Petunjuk 
Petunjuk hanya diperoleh dari : 
- Keterangan saksi 
- Surat 
- Keterangan terdakwa 
- Keterangan ahli 
- Petunjuk bukan alat bukti yang berdiri sendiri. 
Bukti Petunjuk Sebagai Upaya Terakhir 
Petunjuk sebagai alat bukti yang sah, pada urutan keempat dari 
lima jenis alat bukti : 
- Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa (yang 
diperiksa terakhir) 
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- Jadi petunjuk sebagai alat bukti terakhir 
- Petunjuk baru digunakan kalau batas minimum pembuktian 
belum terpenuhi 
- Untuk menggunakan alat bukti petunjuk, hakim harus dengan 
arif dan bijaksana mempertimbangkannya. 
- Petunjuk diperoleh melalui pemeriksaan yang : Cermat, 
Seksama, Berdasarkan hati nurani hakim. 
 
3. Kekuatan Visum et repertum sebagai Alat Bukti dalam Kasus 
Pembunuhan 
Tindak pidana yang mengakibatkan kematian korban memiliki bukti 
utama yang berupa jasad korban itu sendiri. Jasad tersebut tidak mungkin 
bisa diajukan pada saat persidangan, karena dengan berlalunya waktu 
jasad tersebut akan membusuk, sedangkan lazimnya waktu persidangan 
perkara baru dapat dilaksanakan beberapa minggu bahkan beberapa 
bulan setelah terjadinya tindak pidana. 
Visum et repertum terhadap jasad korban merupakan satu-satunya 
solusi untuk problem di atas, dimana salah satu tujuan dari visum et 
repertum ialah untuk mendapatkan bukti-bukti ilmiah berupa laporan 
tertulis secara objektif berdasarkan fakta dalam bentuk visum et repertum. 
Visum et repertum berasal dari kata visual yang berarti melihat, dan kata 
repertum yang artinya melaporkan, makavisum et repertum adalah 
keterangan tertulis yang dibuat dokter (ahli) atas permintaan tertulis 
(resmi) penyidik berdasarkan penglihatan pada pemeriksaan medis 
terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari 
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tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, dibawah sumpah dan 
untuk kepentingan peradilan. 
Di Indonesia, visum et repertum merupakan salah satu alat bukti 
yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 184 KUHP26. Visum et 
repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana 
terhadap kesehatandan jiwa manusia, dimana visum et repertum 
menguraikan segala sesuatutentang hasil pemeriksaan medik yang 
tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap 
sebagai pengganti barang bukti. Visum et repertum juga memuat 
keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik 
yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. 
Dengan demikian visum et repertum secara utuh telah 
menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum, sehingga dengan 
membaca visum et repertum dapat diketahui dengan jelas apa yang telah 
terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan 
norma-norma hukum sesuai dengan hasil visum et repertum tersebut. 
Visum et repertum, bagi penyidik berguna untuk mengungkapkan 
perkara, bagi penuntut umum/jaksa berguna untuk menentukan Pasal 
yang akan didakwakan, sedangkan bagi hakim berguna sebagai alat bukti 
formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari 
tuntutan hukum. 
Di dalam hukum dikenal empat macam alat pembuktian, yakni 
pengakuan, sumpah, kesaksian dan dokumen-dokumen tertulis yang 
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 Ibid, hlm. 292 
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meyakinkan. Visum et repertum dapat dikategorikan sebagai dokumen 
atau surat tertulis yang meyakinkan, dimana hukum pidana Indonesia 
menyebutnya sebagai alat bukti yang berupa keterangan ahli yang 
berbentuk surat. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan 
mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Makassar 
Pemilihan lokasi penelitian tersebut atas pertimbangan, bahwa 
pada instansi tersebut, sesuai studi kasus yang penulis akan kaji. Selain 
itu, penentuan lokasi penelitian tersebut juga atas pertimbangan efektifitas 
dalam mengumpulkan data yang sesuai dengan kajian penulis. 
 
B. Jenis dan Sumber data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Data primer, yaitu data empiric yang diperoleh secara langsung di 
lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan 
sumber informasi yaitu panitera dan hakim di Pengadilan Negeri 
Kota Makassar 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literature, 
hasil kajian melalui media elektronik yang ada sekarang ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagi 
berikut: 
1. Metode penelitian kepustakaan (library research) 
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, beberapa buku dan literature 
yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu data juga diperoleh 
dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
2. Penelitian Lapangan 
Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara, yang pertama 
melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara 
pengamatan langsung objek penelitian dan wawancara 
 
D. Analisis Data  
Data yang diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisis 
secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-
keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan analisis 
bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara 
selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. 
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BAB IV 
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Kedudukan visum et repertum dalam pembuktian tindak 
pidana pembunuhan  
 
  1. Bentuk visum et repertum 
   Laporan tertulis seperti apa yang yang dimaksud dalam visum et 
repertum mempunyai bentuk dan isi sebagai berikut : 
- Pro justitia, pada bagian atas untuk memenuhi persyaratan yuridis, 
pengganti materai. 
- Visum et repertum menyatakan jenis dari dari barang bukti atau 
pengganti barang bukti. 
- Pendahuluan, memuat identitas dokter pemeriksa pembuat visum 
et repertum, identitas peminta visum et repertum, saat dan tempat 
dilakukannya pemeriksaan dan identitas barang bukti (manusia), 
sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat permintaan 
visum et repertum dari pihak penyidik dan label atau segel. 
- Pemberitaan atau hasil pemeriksaan, memuat segala sesuatu yang 
dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksa oleh 
dokter, dengan atau tanpa pemeriksaan lanjutan (pemeriksaan 
laboratorium) yakni bila dianggap perlu sesuai dengan kasus dan 
ada tidaknya indikasi untuk itu. 
- Kesimpulan, memuat inti sari dari bagian pemberitaan atau hasil 
pemeriksaan yang disertai dengan pendapat dokter yang 
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bersangkutan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang 
dimilikinya. 
- Penutup, yang memuat pernyataan bahwasanya visum et repertum 
tersebut dibuat atas atas sumpah dokter dan menurut 
pengetahuan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya27. 
 
  2. Visum et repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan 
   Pada hakekatnya visum et repertum memiliki kedududkan sebagai 
salah satu alat bukti yang sah menurut KUHAP dalam Pasal 184 dalam 
pembuktian tindak pidana yang menyangkut jiwa/pembunuhan untuk 
mengetahui sebab-sebab suatu luka atau meninggalnya orang. Visum et 
repertum harus selalu ada meskipun merupakan alat bukti yang bebas 
dan hakim tidak terikat untuk selalu menggunakannya. Akan tetapi, visum 
et repertum dalam tindak pidana pembunuhan memiliki korelasi yang 
sangat erat karena visum et repertum dapat menentukan sebab-sebab 
kematian seperti : 
- Memperkirakan saat kematian, dari pemeriksaan mayat yang 
cermat tentang lebam mayat, kaku mayat, suhu tubuh, keadaan isi 
lambung serta perobahan post-mortal lainnya. Maka dokter dapat 
memperkirakan saat kematian. Dan bila ditambahkan dengan 
informasi yang diperoleh dari para saksi serta keadaan di tempat 
kejadian perkara (TKP), maka perkiraan saat kematian akan lebih 
mendekati yang sebenarnya. 
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 Abdul Mun’im Idries, 1997, Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, Binarupa Aksara, 
Jakarta Barat, hlm.5 
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- Menentukan sebab kematian, hal ini bukan pekerjaan yang sulit. 
Dengan mengingat pada prinsip bahwa sebab kematian hanya 
dapat ditentukan melalui pembedahan mayat (autopsy), dengan 
atau tanpa disertai pemeriksaan tambahan dengan atau tanpa 
disertai pemeriksaan tambahan (pemeriksaan laboratorium). Bila 
korban tewas akibat tusukan benda tajam maka pihak penyidik 
akan dapat mencari dengan tepat benda tajam yang bagaimana 
yang dapat dijadikan sebagai barang bukti. 
- Menentukan/memperkirakan cara kematian, penentuan atau 
perkiraan cara kematian akan membantu penyidik didalam 
menentukan langkah apa yang harus dilakukan sesuai dengan 
hasil visum et repertum28. 
b. Putusan Pengadilan Dan Analisis 
   Sebelum membahas bagaimana penerapan hukum pidana materil 
dalam kasus yang penulis teliti, maka terlebih dahulu penulis akan 
menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana 
materil. Hukum pidana materil (Belanda: materiele Strafrecht; Inggris: 
substantive criminal law). Hukum pidana materil memuat norma-norma 
(kaidah-kaidah), yaitu aturan-aturan sebagai pedoman untuk bersikap dan 
bertindak dalam masyarakat. Norma-norma ini bersifat perintah atau 
larangan.29 
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 Agung Legowo Tjiptomartono, 2011, Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam 
Penyidikan, Saguna Seto,Jakarta, hlm.8 
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 Fran Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, PT RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, hlm. 5 
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   Hukum pidana materil merupakan salah satu sumber hukum yang 
menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap 
orang. Sumber hukum materil berasak dari perasaan hukum masyarakat, 
pendapat umum, kondisi sosial ekonomi, sejarah, agama, moral, 
geografis, politik hukum, dan lain-lain. Hukum materil ini merupakan faktor 
yang mempengaruhi materi (isi) dari aturanaturan hukum. Selain 
pengertian di atas, Tirtamidjaja menyatakan bahwa : “Hukum pidana 
materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran 
pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat 
dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan 
hukuman atas pelanggaran pidana” 
   Pada hakikatnya, hukum pidana materil berisi larangan atau 
perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum 
pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan 
hukum pidana materil. Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa 
mencari dan membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-
fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat 
dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dari hal 
itulah penulis akan menguraikan hal itu sesuai dengan putusan Nomor: 
749/Pid.B/2014/PN.Makassar : 
1. Posisi Kasus 
Bahwa terdakwa Hamzah Dg Naba Bin Ramli Dg Rauf pada hari 
minggu tanggal 02 maret 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam 
bulan maret tahun 2014 bertempat di jalan Deppasawi Dalam Lrg 7 Kota 
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Makassar atau setidak-tidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk 
dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan sengaja 
merampas Nyawa orang lainyaitu korban Alm. Sulaeman Dg Nyarrang, 
yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara 
sebagai berikut : 
Bahwa awalnya terdakwa yang sedang melaksanakan tugas 
pengamanan di perumuhan Espan Tanjung Bunga Makassar sebagai 
Sekurity, dimana saat itu terdakwa sedang bersama Pr.Irma dan saat itu 
juga Pr.Irma mendapat sms dari seseorang yang menyampaikan kepada 
Pr.Irma bahwa Lk.Bobi rebut di rumah kost tempat terdakwa tinggal 
sehingga setelah terdakwa mendapat kabar tersebut, terdakwa langsung 
menuju rumah kostnya bersama dengan Pr.Irma dengan mengendarai 
sepeda motor dan sesampainya terdakwa di rumah kost tersebut terdakwa 
langsung masuk ke dalam kamar kost yang pintun kamar dalam keadaan 
tertutup, kemudian terdakwa ketuk-ketuk pintunya dan yang membuka 
pintu tersebut adalah teman dari Lk.Bobi yang terdakwa tidak 
mengenalnya, kemudian terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam 
kamar bersama dengan dengan Lk.  Bobi tiba-tiba dating korban Alm. 
Sulaeman Dg Nyarrang berdiri didepan pintu samping kamar kost 
terdakwa, lalu terdakwa keluar menemui korban Alm. Sulaeman Dg 
Nyarrang dengan maksud untuk meminta maaf atas keributan yang 
dilakukan oleh Lk. Bobi namun korban Alm. Sulaeman Dg Nyarrang tidak 
menerima permintaan maaf terdakwa dan terdakwa mengikuti korban Alm. 
Sulaeman Dg Nyarrang untuk meminta maaf lagi. Akan tetapi, di tolak oleh 
korban Alm. Sulaeman Dg Nyarrang, selanjutnya terdakwa pergi 
meninggalkan korban Alm. Sulaeman Dg Nyarrang dan saat terdakwa 
berada dipertengahan lorong terdakwa mendengar korban Alm. Sulaeman 
Dg Nyarrang berteriak mengatakan “Mantangko.. Mantangko Telaso” 
sambil berlari kearah terdakwa dengan membawa busur dan double stik 
dan pada saat jarak antara terdakwa dengan korban Alm. Sulaeman Dg 
Nyarrang sekitar 3 meter korban Alm. Sulaeman Dg Nyarrang 
melontarkan anak busurnya kearah terdakwa akan tetapi, terdakwa 
berusaha mengelak sehingga tidak terkena busr yang dilontarkan oleh 
korban Alm. Sulaeman Dg Nyarrang dan selanjutnya korab Alm. 
Sulaeman Dg Nyarrang kembali menyerang terdakwa dengan 
menggunakan double stik yang mana saat itu terdakwa menangkisnya 
sehingga saat itu juga terdakwa mencabut sebilah sangkur yang terdakwa 
simpan/selipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan 
kanan kemudian lagsung menusukkan kebagian perut korban Alm. 
Sulaeman Dg Nyarrang dan setelah terdakwa tusukkan kemudian sangkur 
tersebut terdakwa cabut dan langsung berlari ke kantor polisi Polsek 
Tamalate untuk menyerahkan diri. 
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2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan 
perkara dalam sidang di pengadilan. Oleh karena itu Jaksa Penuntut 
Umum (JPU) harus bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan 
penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi 
kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat 
dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga harus mampu merumuskan unsur-
unsur tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas, dalam artian 
rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam 
bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata 
lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam Pasal yang 
didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dalam uraian unsur-
unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam 
melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku 
(pleger), pelaku peserta (medepleger), penggerak (uitlokker), penyuruh 
(doen pleger) atau hanya sebagai pembantu. Terdakwa hanya dapat 
dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. 
Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam 
dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana, Dakwaan yang dijadikan 
pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan 
59 
sidang pengadilan30. Seuai dengan surat dakwaan JPU maka terdakwa 
didakwa dengan dakwaan : 
KESATU 
 Bahwa terdakwa Hamzah Dg Naba Bin Ramli Dg Rauf pada hari 
minggu tanggal 02 maret 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam 
bulan maret tahun 2014 bertempat di jalan Deppasawi Dalam Lrg 7 Kota 
Makassar atau setidak-tidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk 
dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan sengaja 
merampas Nyawa orang lainyaitu korban Alm. Sulaeman Dg Nyarrang, 
yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara 
sebagai berikut : 
 Bahwa awalnya terdakwa yang sedang melaksanakan tugas 
pengamanan di perumuhan Espan Tanjung Bunga Makassar sebagai 
Sekurity, dimana saat itu terdakwa sedang bersama Pr.Irma dan saat itu 
juga Pr.Irma mendapat sms dari seseorang yang menyampaikan kepada 
Pr.Irma bahwa Lk.Bobi rebut di rumah kost tempat terdakwa tinggal 
sehingga setelah terdakwa mendapat kabar tersebut, terdakwa langsung 
menuju rumah kostnya bersama dengan Pr.Irma dengan mengendarai 
sepeda motor dan sesampainya terdakwa di rumah kost tersebut terdakwa 
langsung masuk ke dalam kamar kost yang pintun kamar dalam keadaan 
tertutup, kemudian terdakwa ketuk-ketuk pintunya dan yang membuka 
pintu tersebut adalah teman dari Lk.Bobi yang terdakwa tidak 
mengenalnya, kemudian terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam 
kamar bersama dengan dengan Lk.  Bobi tiba-tiba dating korban Alm. 
Sulaeman Dg Nyarrang berdiri didepan pintu samping kamar kost 
terdakwa, lalu terdakwa keluar menemui korban Alm. Sulaeman Dg 
Nyarrang dengan maksud untuk meminta maaf atas keributan yang 
dilakukan oleh Lk. Bobi namun korban Alm. Sulaeman Dg Nyarrang tidak 
menerima permintaan maaf terdakwa dan terdakwa mengikuti korban Alm. 
Sulaeman Dg Nyarrang untuk meminta maaf lagi. Akan tetapi, di tolak oleh 
korban  Alm. Sulaeman Dg Nyarrang, selanjutnya terdakwa pergi 
meninggalkan korban Alm. Sulaeman Dg Nyarrang dan saat terdakwa 
berada dipertengahan lorong terdakwa mendengar korban Alm. Sulaeman 
Dg Nyarrang berteriak mengatakan “Mantangko.. Mantangko Telaso” 
sambil berlari kearah terdakwa dengan membawa busur dan double stik 
dan pada saat jarak antara terdakwa dengan korban Alm. Sulaeman Dg 
Nyarrang sekitar 3 meter korban Alm. Sulaeman Dg Nyarrang 
melontarkan anak busurnya kearah terdakwa akan tetapi, terdakwa 
berusaha mengelak sehingga tidak terkena busr yang dilontarkan oleh 
korban Alm. Sulaeman Dg Nyarrang dan selanjutnya korab Alm. 
Sulaeman Dg Nyarrang kembali menyerang terdakwa dengan 
menggunakan double stik yang mana saat itu terdakwa menangkisnya 
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 Andi hamzah, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm 167-168 
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sehingga saat itu juga terdakwa mencabut sebilah sangkur yang terdakwa 
simpan/selipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan 
kanan kemudian lagsung menusukkan kebagian perut korban Alm. 
Sulaeman Dg Nyarrang dan setelah terdakwa tusukkan kemudian sangkur 
tersebut terdakwa cabut dan langsung berlari ke kantor polisi Polsek 
Tamalate untuk menyerahkan diri. 
 Bahwa alibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban meninggal 
dunia sesuai Visum et repertum No Ver-Mt/07/III/2014/Rumkit tanggal 02 
Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh doktermauluddin, dokter 
pada rumah sakit Bhayangkara Makassar yang menerangkan tampak satu 
buah luka tusuk pada perut bagian atas kiri, ukuran 7cm x 4cm menembus 
rongga perut, tampak satu buah luka iris pada punggung tangan kanan 
ukuran 2,5cm x 0,5cm, tampak dua buah luka lecet pada punggung 
bagian bawah ukuran 2cm x 1cm dan tampak dua buah luka lecet pada 
lutut kiri ukuran 2,5cm x 1cm, dan ukuran 2cm x 1cm. dan terjadi 
pendarahan hebat yang mengakibatkan korbannya Alm Sulaeman Dg 
Nyarrang meninggal dunia. 
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 338 KUHAP. 
KEDUA 
 Bahwa awalnya terdakwa yang sedang melaksanakan tugas 
pengamanan di perumuhan Espan Tanjung Bunga Makassar sebagai 
Sekurity, dimana saat itu terdakwa sedang bersama Pr.Irma dan saat itu 
juga Pr.Irma mendapat sms dari seseorang yang menyampaikan kepada 
Pr.Irma bahwa Lk.Bobi rebut di rumah kost tempat terdakwa tinggal 
sehingga setelah terdakwa mendapat kabar tersebut, terdakwa langsung 
menuju rumah kostnya bersama dengan Pr.Irma dengan mengendarai 
sepeda motor dan sesampainya terdakwa di rumah kost tersebut terdakwa 
langsung masuk ke dalam kamar kost yang pintun kamar dalam keadaan 
tertutup, kemudian terdakwa ketuk-ketuk pintunya dan yang membuka 
pintu tersebut adalah teman dari Lk.Bobi yang terdakwa tidak 
mengenalnya, kemudian terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam 
kamar bersama dengan dengan Lk.  Bobi tiba-tiba dating korban Alm. 
Sulaeman Dg Nyarrang berdiri didepan pintu samping kamar kost 
terdakwa, lalu terdakwa keluar menemui korban Alm. Sulaeman Dg 
Nyarrang dengan maksud untuk meminta maaf atas keributan yang 
dilakukan oleh Lk. Bobi namun korban Alm. Sulaeman Dg Nyarrang tidak 
menerima permintaan maaf terdakwa dan terdakwa mengikuti korban Alm. 
Sulaeman Dg Nyarrang untuk meminta maaf lagi. Akan tetapi, di tolak oleh 
korban  Alm. Sulaeman Dg Nyarrang, selanjutnya terdakwa pergi 
meninggalkan korban Alm. Sulaeman Dg Nyarrang dan saat terdakwa 
berada dipertengahan lorong terdakwa mendengar korban Alm. Sulaeman 
Dg Nyarrang berteriak mengatakan “Mantangko.. Mantangko Telaso” 
sambil berlari kearah terdakwa dengan membawa busur dan double stik 
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dan pada saat jarak antara terdakwa dengan korban Alm. Sulaeman Dg 
Nyarrang sekitar 3 meter korban Alm. Sulaeman Dg Nyarrang 
melontarkan anak busurnya kearah terdakwa akan tetapi, terdakwa 
berusaha mengelak sehingga tidak terkena busr yang dilontarkan oleh 
korban Alm. Sulaeman Dg Nyarrang dan selanjutnya korab Alm. 
Sulaeman Dg Nyarrang kembali menyerang terdakwa dengan 
menggunakan double stik yang mana saat itu terdakwa menangkisnya 
sehingga saat itu juga terdakwa mencabut sebilah sangkur yang terdakwa 
simpan/selipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan 
kanan kemudian lagsung menusukkan kebagian perut korban Alm. 
Sulaeman Dg Nyarrang dan setelah terdakwa tusukkan kemudian sangkur 
tersebut terdakwa cabut dan langsung berlari ke kantor polisi Polsek 
Tamalate untuk menyerahkan diri. 
 Bahwa alibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban meninggal 
dunia sesuai Visum et repertum No Ver-Mt/07/III/2014/Rumkit tanggal 02 
Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh doktermauluddin, dokter 
pada rumah sakit Bhayangkara Makassar yang menerangkan tampak satu 
buah luka tusuk pada perut bagian atas kiri, ukuran 7cm x 4cm menembus 
rongga perut, tampak satu buah luka iris pada punggung tangan kanan 
ukuran 2,5cm x 0,5cm, tampak dua buah luka lecet pada punggung 
bagian bawah ukuran 2cm x 1cm dan tampak dua buah luka lecet pada 
lutut kiri ukuran 2,5cm x 1cm, dan ukuran 2cm x 1cm. dan terjadi 
pendarahan hebat yang mengakibatkan korbannya Alm Sulaeman Dg 
Nyarrang meninggal dunia. 
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 351 ayat (3) KUHAP 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Berdasarkan uraian tersebut, kami penuntut umum dalam perkara 
ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 182 ayat 1 dan ayat 2 
KUHAP, Pasal 338 KUHP, Pasal 4 ayat 3, Pasal 8 ayat 3 UU no. 16 tahun 
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang terkait dengan tindak pidana ini : 
MENUNTUT 
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini memutus : 
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1. Menyatakan terdakwa Hamzah Dg. Naba telah terbukti secara sah 
dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja 
merampas nyawa orang lain. 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hamzah Dg Naba, dengan 
pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dikurangkan seluruhnya 
selama terdakwa ditangkap maupun ditahan 
3. Menyatakan barang bukti 1(satu) buah sangkur, 1 (satu) lembar 
baju dirampas untuk dimusnahkan. 
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
5.000 (Lima Ribu Rupiah) 
 
Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan kepada 
hakim ketua majelis, terdakwa dalam siding hari ini tanggal 21 agustus 
2014. 
4.  Amar Putusan 
 Dapat diketahui bahwa petikan putusan itu berisi amar yang diputus 
majelis. Artinya, hanya berisi diktum/isi amar putusan saja dan tidak 
memuat pertimbangan hukumnya. Dari amar putusan tersebut dapat 
diketahui bahwa isi amar putusan di atas adalah: 
a.    Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua 
unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan 
pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan (Pasal 197 ayat (1) huruf h 
KUHAP) 
b.    ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 
menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti 
(Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP) 
c.    Perintah penahanan, tetap dalam tahanan, atau pembebasan (Pasal 
197 ayat (1) huruf k KUHAP)31. 
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Adapun amar Putusan Nomor : 749/Pid.B/2014/PN.Makassar. 
- Menyatakan terdakwa : Hamzah Dg Naba Bin Ramli Dg Rauf 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Pembunuhan”  
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun. 
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangi 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. 
- Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sangkur, 1 
(satu) lembar baju  dirampas untuk dimusnakan. 
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- 
(lima ribu rupiah). 
-  
5. Analisis Penulis 
Surat dakwaan adalah merupakan dasar bagi Jaksa Penuntut 
Umum untuk menyusun sebuah surat tuntutan dan merupakan dasar bagi 
hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. 
Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan, Penuntut umum dituntut 
untuk mengaplikasikan ilmunya sebagai sarjana hukum dalam pembuatan 
surat dakwaan tersebut, bukan saja keahlian di bidang hukum pidana 
formil tapi juga mengenai hukum pidana materiil seperti unsur-unsur dari 
perbuatan yang akan didakwakan apakah telah terpenuhi atau tidak. 
Dalam membuat surat dakwaan ada beberapa syarat yang harus 
terpenuhi agar suatu dakwaan dianggap sah. Syarat tersebut terdapat 
dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut :  
2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal 
dan ditandatangani serta berisi :  
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan 
tersangka. 
                                                                                                                                                               
 
64 
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 
tempat tindak pidana itu dilakukan.  
 
Antara point a dan b tersebut di atas, syarat yang terpenting yang 
harus mendapatkan perhatian lebih dari penuntut umum adalah syarat 
yang ada di point b karena apabila syarat  yang ada di point tersebut tidak 
terpenuhi, maka dakwaan akan dianggap batal demi hukum atau Van 
Rechtswege nieting.  
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, pada dasarnya menentukan 
bahwa surat dakwaan itu harus berisi:32  
a. Suatu uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan kepada terdakwa 
b. Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukannya 
tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa 
c. Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya 
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa atau para 
terdakwa.  
 
Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis, menurut Penulis bahwa 
surat gugatan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai 
dengan apa yang diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, dimana 
dalam hal ini selain memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) poin a, poin 
b juga terpenuhi, dimana Jaksa Penuntut Umum menguraikan secara jelas 
mengenai kronologis dari kejadian itu sendiri serta penyebutan waktu dan 
tempat kejadian perkara. Dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa 
Penuntut Umum tersebut, jaksa menggunakan dakwaan alternatif, yaitu 
kesatu Pasal 338 KUHP, atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP, dengan 
                                                          
32
 Lamintang, P.A.F dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. Dasar-Dasar Hukum 
Pidana di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 306 
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pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa saling mencocoki Unsur-unsur 
tersebut  berupa:  
1) Barangsiapa  
2) Dengan sengaja,  
3) Menghilangkan nyawa orang lain.  
Menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa semua unsur dalam tindak 
pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Hamzah Dg Naba sudah 
terpenuhi. 
 Sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka 
persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu dalam 
pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam 
persidangan ini, dengan jelas dan tegas terdakwa dapat memberikan 
jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Penuntut Umum 
dan Majelis Hakim dan mengakui segala perbuatannya.  
Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban 
meninggal dunia sesuai Visum et repertum No Ver-Mt/07/III/2014/Rumkit 
tanggal 02 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter 
Mauluddin, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Makassar yang 
menerangkan tampak satu buah luka tusuk pada perut bagian atas kiri, 
ukuran 7cm x 4cm menembus rongga perut, tampak satu bbuah luka iris 
pada punggung tangan kanan ukuran 2,5cm x 0,5cm, tampak dua buah 
luka lecet pada punggung bagian bawah ukuran 2cm x 1cm dan tampak 
dua buah luka lecet pada lutut kiri ukuran 2,5cm x 1cm dan ukuran 2cm x 
1 cm, dan terjadi pendarahan hebat yang mengakibatkan korban 
meninggal dunia. Dengan ditambah alat bukti lainnya berupa 1 (satu) bilah 
sangkur, 1 (satu) baju yang ada noda darahnya jaksa penuntut umum 
berpendapat bahwa dengan fakta yang ada telah terpenuhi unsur-unsur 
tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Hamzah Dg Naba. 
Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah Penulis uraikan di 
atas, maka Penulis berkesimpulan bahwa dalam kasus tindak pidana yang 
berkaitan dengan tubuh/nyawa sangatlah diperlukan visum et repertum, 
seperti halnya dengan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat 
dakwaannya memperhatikan mengenai peranan alat bukti Visum et 
repertum karena dalam dakwaannya tersebut alat bukti ini mampu 
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mengungkap kebenaran unsure kesatu dan kedua dalam dakwaan 
dengan nomor surat tuntutan No. Reg. Pert: PDM- 61/Ep.2/2014. Bahwa 
benar berdasarkan surat Visum et repertum  No Ver-Mt/07/III/2014/Rumkit 
tanggal 02 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter 
Mauluddin, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Makassar yang 
menerangkan tampak satu buah luka tusuk pada perut bagian atas kiri, 
ukuran 7cm x 4cm menembus rongga perut, tampak satu bbuah luka iris 
pada punggung tangan kanan ukuran 2,5cm x 0,5cm, tampak dua buah 
luka lecet pada punggung bagian bawah ukuran 2cm x 1cm dan tampak 
dua buah luka lecet pada lutut kiri ukuran 2,5cm x 1cm dan ukuran 2cm x 
1 cm, dan terjadi pendarahan hebat yang mengakibatkan korban 
meninggal dunia. 
  
Jadi dapat dikatakan bahwa alat bukti surat Visum et repertum 
sangatlah berperan dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak 
pidana pembunuhan, visum et repertum juga sangat membantu Penuntut 
Umum dalam membuat dan membuktikan dakwaannnya. 
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BAB V 
 PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1 Visum et repertum adalah alat bukti otentik yang di buat dalam 
bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat oleh dokter sebagai 
pejabat yang berwenang yaitu berbentuk surat sebagai alat bukti 
yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Selain itu, demi 
kepentingan hukum Visum et repertum juga membantu dalam 
menyelesaikan suatu tindak pidana yang objeknya adalah 
tubuh/jasad.  Dalam kasus yang diteliti oleh penulis bahwa dengan 
adanya visum et repertum dapat membantu dalam membuktikan 
kebenaran dari unsur-unsur tindak pidana dan menjadi suatu 
keyakinan oleh majelis hakim dalam memutuskan dan mengadili 
suatu tindak pidana seperti halnya dengan tindak pidana 
pembunuhan sesuai dengan putusan nomor 749/Pid.B/2014/ 
PN.Makassar.  
2 Peranan visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana 
pembunuhan sesuai dengan putusan nomor 
749/Pid.B/2014/PN.Makassar, merupakan suatu keyakinan hakim 
untuk mengadili dan memutus tindak pidana pembunuhan  dengan 
memperhatikan visum et repertum sebagai alat bukti. 
 
 
 
68 
B. Saran 
1. Dalam pembuktian suatu tindak pidana yang objeknya adalah 
tubuh/jasad, visum et repertum haruslah menjadi hal mutlak 
sebagai alat bukti yang sah dan menjadi pokok perhatian oleh 
majelis hakim untuk membuat keyakinan dalam memutus dan 
mengadili suatu tindak pidana yang objeknya adalah tubuh/jasad 
manusia. 
2. Adapun yang menjadi kendala aparat penegak hukum saat otopsi 
mayat untuk mendapatkan hasil visum et Repertum seperti :  
a. Penolakan dari keluarga untuk pembuatan Visum et repertum.  
b. Keadaan mayat atau jenazah yang sudah membusuk.  
c. Tidak ada dokter ahli forensik didaerah tersebut.  
d. Kurangnya kordinasi antara penyidik dan dokter.  
e. Dokter umum hanya melakukan pemeriksaan luar, jarang yang 
mau melakukan bedah Mayat. 
Haruslah segera ditemukan suatu formulasi untuk meminimalisir 
segala kendala otopsi yang menghasilkan  visum et Repertum demi 
kepentingan hukum dalam menyelesaikan suatu tindak pidana 
yang objeknya adalah tubuh/jasad manusia. 
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